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Abstract 

 The Village-Owned Enterprise Program (BUMDes) is a government program which aims to improve the 

village economy and the welfare of village communities by utilizing village assets and potential. This research 

discusses the implementation of the Village-Owned Enterprise Program in Kubang Jaya Village, Siak Hulu 

District, Kampar Regency. This research aims to determine the implementation of the village-owned enterprise 

(BUMDes) program in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. This research was conducted 

at the Teratai Kelulut BUMDes Office, Kubang Jaya Village. The theoretical concept used is the implementation 

of Edward III's policies. The type of research used is descriptive research using a qualitative approach. Data 

collection techniques are observation, interviews, literature study and documentation. Meanwhile, the data 

analysis used is descriptive analysis using the triangulation method. The results of the research show that although 

the implementation of the Bumdes program in Kubang Jaya Village has been carried out, the facts found in the 

field are that there are still many people who do not know about the existence of Bumdesa in Kubang Jaya Village, 

the socialization carried out is lacking, and it is only carried out individually or by personnel by visiting the 

community. to the house.  
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Abstrak 

 Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program milik pemerintah 

yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa dengan 

memanfaatkan aset dan potensi desa. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Badan 

Usaha Milik Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui implementasi program badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Kubang 

Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan di Kantor BUMDes Teratai 

Kelulut Desa Kubang Jaya. Konsep teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan Edward III. 

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan  pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. 

Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode triliangulasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanan program bumdes di Desa Kubang Jaya sudah 

terlaksana, tetapi fakta yang ditemukan dilapangan yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak 

mengetahui adanya bumdes di desa kubang jaya, sosialisasi yang dilakukan kurang karena dilakukan 

hanya secara perorangan atau personel dengan mendatangi masyarakat kerumah.  

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi, Program BUMDes 
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Pendahuluan 

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering dikenal dengan sebutan BUMDes merupakan 

sebuah program pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat 

desa sesuai dengan namanya yaitu badan usaha milik desa. Didirikannya BUMDes 

dimaksudkan untuk sebagai upaya dalam bentuk pengembangan potensi desa serta 

menampung kegiatan yang ada di desa khususnya dalam bidang perekonomian desa.  

Program BUMDes ini juga dapat dikategorikan sebagai gerakan membangun desa agar 

masyarakat desa dapat merasakan kesejahteraan sama seperti masyarakat kota. Upaya dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

adalah berkenaan dengan pemberdayaan kemampuan dari desa untuk mengelola potensi 

yang dimilikinya. Adanya BUMDes didirikan untuk meratakan pembangunan serta 

pertumbuhan perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa ini di atur dalam Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 

Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa. 

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, yang merupakan 

salah satu daerah otonom yang memiliki potensi daerah yang cukup baik untuk 

dikembangkan. Salah satu upaya dalam pengembangan desa masing-masing yang ada di 

Kabupaten Kampar yaitu melalui pembentukan BUMDes. Hal ini ditandai dengan lahirnya 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemudian Peraturan ini dicabut dan digantikan oleh 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi acuan dalam pemerintah Desa 

Kubang Jaya dalam pembentukan BUMDes. 

Desa Kubang Jaya membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan 

Peraturan Desa Kubang Jaya Nomor 4 tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang disebut dengan 

nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Teratai Kelulut” yang berdiri pada tanggal 19 Juli 

2019.  

Desa Kubang Jaya memiliki banyak potensi yang bisa mendorong kemajuan desa, dari 

sudut ekonomi dan mata pencaharian hampir setengah luas wilayah Desa Kubang Jaya di 

dominasi oleh tanaman pangan dan holtikultura. Sebagian diisi oleh kawasan perkebunan 

seperti kelapa sawit, tanaman karet dan kebun rambutan. Selain itu sector ekonomi dan bisnis 

terdapat banyak pertokoan yang didomisili oleh tokoh perlengkapan harian, toko bangunan, 

toko baju dan fashion, dll.  

Terdapat UMKM yang berkembang di desa ini mulai dari kuliner, kerajinan tangan, 

industri besar hingga kecil berkembang di Desa Kubang Jaya. Potensi potensi tersebut menjadi 

peluang bagi BUMDes Teratai Kelulut untuk menggali potensi dan mengembangkan potensi-

potensi yang ada di Desa Kubang Jaya. Dari potensi-potensi yang ada tersebut, masyarakat 

desa Kubang Jaya memiliki sasaran untuk mengelola dan membangun BUMDes di desa 

tersebut. 
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Menurut Peraturan Desa Kubang Jaya Nomor 4 tahun 2019 pada bab 1 dan bab 2 pasal 

(2) tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adapun maksud dan tujuan 

didirikannya BUMDes Teratai Kelulut ialah: 

1. Maksud  

Sebagai usaha desa, guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan 

pendapatan masyarakat desa, penambahan lapangan kerja bagi masyarakat desa serta 

memajukan ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa. 

2. Tujuan  

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; 

b. Penambahan lapangan kerja bagi masyarakat desa; 

c. Serta memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa 

Kubang Jaya. 

Pada tahap awal dibentuknya BUMDes memiliki beberapa program/kegiatan, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel I. 1 : Program Kerja BUMDes Teratai Kelulut Tahun 2021/2022 

No. Program/kegiatan 

1. Usaha Angkutan Sampah Rumah Tangga 

2. Usaha Pengadaan Gas Elpiji 

3. Pasar Desa 

 Sumber: BUMDes Teratai Kelulut 2023  

 

 Tabel diatas menjelaskan beberapa program kerja BUMDes. Program kerja 

keseluruhan dimulai sejak tahun 2019. Usaha Angkutan Sampah Rumah Tangga yaitu 

pengambilan sampah rumah tangga bagi anggota yang bergabung dengan BUMDes. 

Usaha Pengadaan Gas Elpiji yaitu memperjualbelikan gas elpiji kepada masyarakat 

desa. Pasar Desa yaitu pasar yang diadakan atau yang dikelola oleh BUMDes  dan 

disewakan kepada pedagang. Dengan penyertaan modal BUMDes dilakukan dua kali, 

seperti tabel berikut ini: 

Tabel 1.2  : Modal BUMDes 

No. Tahap Tahun Jumlah 

1. Tahap 1 2019 Rp. 168.000.000 

2. Tahap 2 2020 Rp.   56.000.000 

Jumlah  Rp. 224.000.000 

Sumber: BUMDes Teratai Kelulut 2023 

 

 Adapun jumlah anggota dan pendapatan BUMDes Teratai Kelulut dari tahun 

2019-2021, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel I. 2 :  Jumlah Anggota dan Pendapatan BUMDes Teratai Kelulut dari 

Tahun 2019-2021  

No. Jenis Usaha Anggota 
Pendapatan BUMDes 

2019 2020 2021 

1. Angkutan 

sampah rumah 

tangga 

80 0rang Rp. 3.240.000 Rp. 3.135.000 Rp. 3.050.000 

2. Pasar desa 145 orang Rp. 5.760.000 Rp. 5.200.000 Rp. 4.970.000 

 Jumlah 225 orang Rp. 9.000.000 Rp. 8.335.000 Rp. 8.020.000 

Sumber Data: BUMDes Teratai Kelulut 2021 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih belum berfungsinya BUMDes, 

contohnya partisipasi masyarakat terhadap BUMDes masih rendah, jika melihat target 

anggota di tabel 1.2 yaitu 200 orang untuk angkutan sampah dan 150 untuk pasar desa, yang 

terealisasi hanya 225 masyarakat yang tergabung dalam BUMDes. Persoalan ini menunjukkan 

bahwa program BUMDes belum berjalan secara optimal sesuai dengan tugasnya dalam 

mensejahterakan masyarakat. Adanya 2 jenis usaha ini sudah mampu memberikan 

pendapatan, akan tetapi pendapatannya belum maksimal dan belum mampu membuka 

lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat Desa yang masih berpenghasilan rendah.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa menjelaskan bahwa semenjak 

berdirinya BUMDes dari 3 tahun yang lalu, yaitu dari tahun 2019-2023 BUMdes belum 

melaporkan pendapatannya dan belum melakukan rapat tahunan.  

Setelah penulis melakukan pra survey dilapangan, adapun beberapa  fenomena yang 

ditemukan yaitu sebagai berikut : 

1. Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa sejak tahun berdirinya BUMDes, tahun 2019 hingga 

2022 program kerja yang direncanakan ada 3 jenis usaha, namun yang terealisasikan oleh 

BUMDes Kubang Jaya hanya 2 jenis usaha, yaitu angkutan sampah rumah tangga dan 

pasar desa.  

2. Dilihat dari jumlah anggota sejak 2019 hingga 2022 masih tidak bertambah, hanya 255 

orang yang bergabung, yaitu 80 orang untuk angkutan sampah dan 145 orang untuk 

pasar desa, padahal target untuk masyarakat angkutan sampah rumah tangga ada 200 

masyarakat dan untuk pasar desa ada 150 orang. 

3. Semenjak berdirinya BUMDes dari 3 tahun yang lalu, BUMDes belum melaporkan sama 

sekali pendapatannya dan belum berkontribusi di desa. 

Tujuan dari artikel ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 

Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kubang Jaya Kecamatan 

Siak Hulu Kabupaten Kampar 

Tinjauan Pustaka 
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Konsep Administrasi  

 Secara etimologis, Syafri (2012 : 3) mengemukakan bahwa administrasi berasal dari 

bahasa lain terdiri dari bahasa latin, terdiri dari ad dan ministrate yang betrarti membantu, 

melayani dan memenuhi, serta administration yang berarti “pemberian bantuan, 

pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan”. 

 Dahulu pengertian dan pandangan terhadap administrasi sangatlah sempit. Namun 

seiring berjalannya waktu ilmu administrasi sangatlah maju dan berkembang baik focus 

maupun locusnya.  

 Siagian (dalam Syafri 2012 : 9) mengatakan bahwa Administrasi merupakan 

keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.   

 Administrasi Publik atau Administrasi Negara adalah batasan ilmu sosial yang 

mempelajari tiga elemen penting yang mempelajari kehidupan bernegara yang meliputi 

lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang 

meliputi kebijakan publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang 

mengatur penyelenggaraan Negara. 

 Secara sederhana administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang 

bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik seperti departemen-departemen dan dinas 

mulai tingkat kecamatan hingga tingkat pusat. 

Konsep Organisasi 

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama 

serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan 

dalam ikatan mana terdapat sesorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan 

seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan. Siagian (dalam Tarmizi Yussa & 

Hendry Andry 2015: 14) 

 Organisasi dapat dipahami sebagai tempat penyususnan dan pengaturan dari 

berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan kerja sama yang teratur untuk mencapai 

tujuan. (dalam Beddy Irawan 2017: 35)  

 Zulkifli (2009: 78) mengatakan organisasi dalam arti luas tidak sesederhana itu, 

sebagai locus dan fokus studi ilmu administrasi, organisasi dapat banyak dijabarkan dari 

banyak sumberdaya serta faktor lingkungan yang melingkupinya. Terutama mereka yang 

memandang organisasi sebagai sistem, yaitu menilai adanya keterkaitan antar dinamika 

organisasi dengan berbagai unsur yang melingkupinya. 

 Konsep organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama dan juga mencakup 

rangkaian pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. (Zulkifli, 2005;74) 

 Ada begitu banyak rumusan definisi yang diberikan para ahli, namun titik umum 

pandangannya adalah sama, yaitu suatu organisasi dipahami sebagai wadah manusia atau 

individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasikan atau terkoordinasikan, sehingga 

memungkinkan orang-orang yang berda di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan 

bersama. 
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 Organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi publik dan organisasi privat. 

Organisasi privat adalah organisasi yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari 

konsumen, organisasi ini bersifat bisnis. Sedangkan organisasi publik adalah organisasi yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Konsep Manajemen 

 Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata manus dan agare, manus yang 

berarti tangan dan agare yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi managere 

yang artinya menangani. Managere diterjemahkan dalam bahasa inggris to manage (kata 

kerja), management (kata benda) dan manager untuk orang yang melakukannya. Management 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti pengelolaan. 

 George R. Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang 

terdiri dari tindakan planning, organizing, actuating dan controlling. Dimana pada posisi 

masing-masing bidang digunakan dengan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan 

diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. 

(dalam Zulkifli, 2014;18) 

 Menurut Zulkifli (2014;45) focus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan 

efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi. Kedua nya ini 

sama-sama memandang manusia sebagai sumber daya strategis setiap organisasi. 

 Definisi konsep manajemen yang menunjukkan penataan terhadap sumber daya 

organisasi, tergambar pada rumusan yabg dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli, 

2014;18), menurutnya bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama, 

yaitu: perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan,  pengkoordinasian, pengontrolan 

dan penyempurnaan.   

Konsep Kebijakan Publik  

Kebijakan publik menurut Friedrich adalah sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan, 

sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud 

atau tujuan, meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah 

untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang dimaksud. 

Bagaimanapun juga, kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan 

daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. (Agustino Leo, 

2020;15) 

Kebijakan publik sendiri menurut Van Metern Van Horn memiliki 3 bagian penting 

yaitu : 

a. Formulasi  

Dimana formulasi merupakan tempat terjadinya perencanaan sebelum kebijakan 

dilaksanakan. Pada bagian formulasi ini merupakan bagian  terpenting dimana perumusan 

kebijakan di analisis untuk kelanjutan kebijakan pada bagiab ini juga sasaran dari kebijakan 

di tentukan. Hal ini terkait dengan siapa yang melakukan siapa sasaran kebijakan dan siapa 

pelaksana kebijakan.  

b. Implementasi  
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Implementasi merupakan proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan 

pada tahap formulasi sebelumnya. Pada tahap ini masuk kepada pelaksanaan kebijakan oleh 

pelaku kebijakan. Hal ini berkaitan pada orang yang melakuikan  kebijakan kepada sasaran 

kebijakan. 

c. Evaluasi  

Merupakan tahapan terakhir dari kebijakan publik. Dimana pada tahap ini merupaka 

tahap penilaian apaikah kebijakan yang telah diterapkan atau dijalankan berhasil atau tidak. 

Serta apakah proses dari kebijakan sesuai dengan yang telah dirumuskan dan tepat sasaran. 

Pada prosens ini kita bisa mengetahui tingkat keberhasilan dari kebijakan. Ketika ada 

kekurangan dalam kebijakan maka bisa ditindak lanjuti dengan perbaikan kebijakan sehingga 

dapat dilakukan dengan baik di kemudian hari. 

Konsep Implementasi Kebijakan  

 Implementasi kebijakan adalah bagian terpenting dari tahap kebijakan. Implementasi 

dilakukan ketika sebuah kebijakan telah dirumuskan dan bertujuan jelas. Implementasi juga 

merupakan suatu rangkaian aktifitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan apa yang telah 

ditetapkan dalam sebuah kebijakan selain itu, implementasi kebijakan termasuk dalam tahap 

proses kebijakan, yang mana implementasi dilaksankan ketika kebijakan telah dirumuskan 

dan memiliki tujuan yang jelas. 

 Diungkapkan oleh Lester & Stewart (Leo, 2020;146-147) keberhasilan sutu 

implementasi kebijakan diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir 

(output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. 

 Adapun menurut George C. Edward III Implementasi kebijakan publik adalah tahap 

pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konekuensi kebijakan 

bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Menurut George C. Edward III (Dwiyanto, 2017;31-

32) menunjuk empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan 

implementasi. Empat variable tersebut yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur 

birokrasi. Dijelaskan juga dalam Dwiyanto (2017;33) bahwa keempat variable diatas dalam 

model yang dibangun Edward memiliki ketertarikan satu dengan yang lain dalam mencapai 

tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling besinergi dalam mencapai tujuan 

dan satu variable akan sangat mempengaruhi variable lain. 

Konsep Badan Usaha Milik Desa 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan 

membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi 

desa.  

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional 

(2007:4) BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan 

dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenan dengan 

perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partipasi masyarakat. 

BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa keseluruhan. Artinya, tata 

aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas 
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kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for 

all). 

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi didesa yang berfungsi sebagai lembaga 

sosial dan komersial. BUMDes senagai lembaga social itu berfokus pada kepentingan 

masyarakat melalui kontribusinya pada penyedia pelayanan social. BUMDes sebagai lembaga 

komersial itu bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local 

kepasar (Wijaya,2018;93). 

BUMDes adalah badan hukum yang terpisah dari pemerintahan desa dan bertujuan 

untuk membantu kemandian ekonomi masyarakat desa, pengelolaannya dilakukan sendiri 

oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. 

Metode 

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang ingin ditelili. Termasuk di 

dalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variable penelitian itu berinteraksi satu 

sama lain dan ada pula produk interaksi yang berlangsung (Siagian, 2011;52). 

Hasil dan Pembahasan 

Keyinformant dan Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yaitu 

keyinforman dari Kantor Desa Kubang Jaya ada dua orang, yaitu Kepala Desa dan sekretaris 

Desa. Dari Kantor BUMDes ada tiga orang, yaitu Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes dan 

Bendahara BUMDes. Dan informan berjumlah 5 orang. 

1. Komunikasi  

Untuk indikator Komunikasi, sudah terjalin baiknya komunikasi yang dilakukan oleh 

pelaksana dengan pemanfaat walaupun begitu, indikator komunikasi Sudah Terlaksana 

Tetapi Belum Optimal karena sosialisasi belum dilaksanakan, hanya dalam bentuk 

pengarahan yang dilakukan oleh para pelaksana program. Dan dalam penyampaian 

informasi program, penyampaian syarat-syarat dan kebijakan sudah dilaksanakan 

sepenuhnya. 

2. Sumber daya  

Untuk indikator Sumber Daya, dilihat dari kantor BUMDes itu sendiri Sudah Terlaksana 

Tetapi Belum Optimal dikarenakan masih kurangnya kualitas para sumber daya manusia 

yaitu para pengelola BUMDes untuk menjalankan program ini, juga masih kurangnya sumber 

daya anggaran yang tersedia untuk insentif pelaksana. 

3. Disposisi  

Untuk indikator Disposisi, para pengurus BUMDes sudah melakukan tugas dan fungsi 

nya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator Disposisi Sudah Terlaksana 

Dengan Baik.  

4. Struktur Birokrasi 

Untuk indikator Struktur Birokrasi, dalam kantor BUMDes ini sudah penerapan SOP 

sesuai dengan SOP yang ada, walaupun begitu indikator dari struktur birokrasi ini Sudah 

Terlaksana Tetapi Belum Optimal dikarenakan pada struktur organisasi masih kurangnya 
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sumber daya manusia yaitu pengurus yang mengakibatkan pengerjaan tugas dan tanggung 

jawab dari pengelola dikerjakan secara bentuk kerjasama. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, bahwa  implementasi 

program BUMDes di Desa Kubang Jaya secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari 

berjalannya program-program BUMDes, tetapi fakta yang ditemukan dilapangan yaitu masih 

banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya BUMDes di desa Kubang Jaya, 

sosialisasi yang dilakukan kurang, dan yang dilakukan hanya secara perorangan atau 

personel dengan mendatangi masyarakat kerumah. Dan untuk staf nya mereka yang ada 

dikantor hanya satu orang, dan untuk gaji mereka hanya mengerahkan dari laba usaha, jadi 

tidak ada gaji khusus dari pemerintah desa. 
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